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PENGUIJIAN TENTANG KONSEKUENSI

Dasar Hukum

Tujuan

Untuk mempermudah dalam hal melakukan Pengujian |1.

Tentang Konsekuensi Informasi Publik di SMA Negeri 9

Sljunjug 2.
3.

UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik.

UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

PP No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14
Tahun 2008.

Ruang Lingkup

Tanggung Jawab dan Wewenang

Meliputi semua Informasi Publik dibawah wewenang SMA
Negeri 9 Sijunjung dengan jenis informasi yang tersedia
setiap saat dan informasi yang tersedia secara berkala.
Tidak untuk informasi yang dikecualikan atau dengan
kriteria tertentu.

1.

Pelaksana PPID

Keterkaitan

Kualifikasi Pelaksana

Penyediaan informasi tentang klasifikasi informasi publik
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Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-
undangan di bidang pelayanan publik dan pekayanan
informasi publik.

Menguasai tata kelola pemerintahan yang baik.

Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan dan
tulisan.

Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien.

Memiliki kemampuan kerjasama dalam tim.

Mampu mengoperasikan peralatan komputer dengan baik.
Berpenampilan rapi, santun dan berjiwa melayani.

Peralatan dan Perlengkapan

Pencatatan dan Pendataan
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Komputer

Printer

Alat Tulis Kantor (ATK)

Buku Catatan

Jaringan Internet

Lemari rak dokumentasi/buku/hardware
Ordner / File Organizer

Disimpan dalam bentuk data manual dan data elektronik.

Peringatan

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka kegiatan pelayanan informasi publik akan terganggu dan berpotensi menimbulkan

masalah hukum bila pelayanan menjadi terhambat.




SOP PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI

Kegiatan
Panitia
Pengelolaan
dan Layanan
Informasi
PPID menerima usulan
daftar/permohonan
informasi dikecualikan
dari panitia pengelolaan
dan pelayanan informasi.

Usulan informasi

dikecualikann

PPID menerima usulan
informasi dikecualikan
dan menyampaikan
usulan tersebut kepada
pimpinan badan publik
untuk memperoleh
persetujuan agar
dilakukan uji
konsekuensi.

PPID membuat inisiasi
dilakukannya uji
konsekuensi atas usulan
daftar/permohonan
informasi dikecualikan
yang diterima.

PPID meminta penjelasan
tertulis dari PPID Unit atau
pihak lain terkait
alasan/pertimbangan
dikecualikannya informasi.

PPID menyampaikan hasil
uji konsekuensi kepada
Atasan PPID serta
pimpinan badan publik
untuk mendapatkan paraf
dan persetujuan.

Berdasarkan
persetujuan pimpinan
badan publik, PPID
menetapkan surat
penetapan klasifikasi.

Pelaksanaan

PPID Unit PPID Atasan
PPID
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